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Nama : Nurul Rahmah
NIM : 10500113003
Judul Skripsi : Sistem Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA
Bollangi-Sungguminasa Terhadap Kemungkinan
Terjadinya Narapidana      Melarikan Diri
Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana sistem keamanan di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bollangi-Sungguminasa terhadap kemungkinan
terjadinya Narapidana Melarikan diri ? Pokok masalah tersebut di-breakdown ke
dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Penerapan sistem
keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bollangi-Sungguminasa untuk
mencegah kemungkinan terjadinya Narapidana melarikan diri. 2) Hambatan yang
dihadapi dalam penerapan sistem keamanan Lapas.
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dan
metode penelitian lapangan (field research) dengan teknik Wawancara dan
Observasi. Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dalam hal teknik pengumpulan
data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh,
maka  disusun  secara  sistematis  dan  selanjutnya  dianalisa  secara  kualitatif,
sehingga  diperoleh  kejelasan  mengenai  permasalahan  yang  dibahas  dan
selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem keamanan yang diterapkan
dalam Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa adalah sistem keamanan melekat dan
persuasive dengan berpedoman terhadap keputusan direktur Jenderal Bina Tuna
Warga Departemen No.DP.3.3/18/14 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga
Pemasyarakatan, tetapi masih banyaknya hambatan-hambatan yang berada dalam
Lapas tersebut yaitu: minimnya  pegawai  serta  peralatan  yang  kurang  memadai
menjadi kendala  utama serta kurangnya kualitas sumber  daya  manusianya  sehingga
menjadi  pegawai  yang  profesional  dan proposional. Adapun upaya yang dilakukan
adalah dengan Memperketat pengawasan terhadap petugas, Rolling gembok dan anak
kunci, dan Pendekatan personal dan persuasive.
Penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan sistem keamanan  terhadap
kemungkinan terjadinya narapidana melarikan diri. Masih belum efektif  sistem
keamanan yang diterapkan karena masih banyaknya hambatan-hambatan sistem
keamanan. Implikasi terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) memperbaiki
sistem keamanan untuk mencegah kemungkinan terjadinya narapidana melarikan diri,
2) menambah personil aparat yang berwenang untuk lebih meningkatkan tindakan
represif maupun preventif, 3) peningkatan kesejahteraan narapidana narkotika agar
menciptakan kehidupan yang kondusif dalam lembaga pemasyarakatan 4)
iii
peningkatan penyuluhan keagamaan  untuk lebih meningkatkan kesadaran
keagamaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.
KATA PENGANTAR
   
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juga penulis haturkan kepada:
iv
1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Ag.
dan segenap jajaran.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajaran.
3. Bapak Ahkam Jayadi, S.H., M.H. selaku pembimbing I; Bapak Dr.Jumadi, S.H.,
M.H. yang bertindak sebagai pembimbing  II; Bapak Dr.M.Thahir Maloko,M.Hi
Selaku penguji I; Bapak Dr. Hamsir, SH, M.Hum yang bertindak sebagai penguji
II.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang penulis tidak bisa di sebutkan
satu per satu.
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa, Bapak
Victor Teguh Prihartono, Bc. Ip, S.Sos, M.H.  beserta jajaran yang telah Bersedia
menjadi informan bagi penulis.
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Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan
pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.  Sebagai lembaga pembinaan
posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan
pidana, yaitu rehabilitasi dan reosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada
penanggulangan kejahatan “Suppression of crime”.  Sehingga fungsi lembaga
pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi,
orientasi, pembinaan dan proses asimilasi1.
Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan
warga binaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata
peradilan pidana2. Terkonsentrasinya jumlah petugas lembaga pemasyarakatan
merupakan suatu hal yang wajar, sebab kondisi keamanan dalam lembaga
pemasyarakatan merupakan acuan utama bagi pelaksaaan berbagai kegiatan di
lembaga pemasyarakatan terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap
penghuni lapas.  Dimana keamanan merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya
program-program pembinaan.
1Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor  M.01.PK..04-10 tahun 2007 pasal 1
dijelaskan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narpidana dan anak didik pemasyarakatan
didalam kehidupan masyarakat.
2Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang
permasyarakatan, pasal 1
2Pada prinsipnya fungsi keamanan di lembaga pemasyarakatan dimaksudkan
untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana dan anak didik
pemasyarakatan.  Keamanan juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan
antar tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kekerasan kepada petugas
dan pengunjung, dan mencegah terjadinya bunuh diri.  Keamanan juga menjadi
pendukung utama pencegahan pengulangan tindak pidana, pelarian, pencegahan
terjadinya kerusuhan atau pembangkangan pada tata tertib dan terhadap masuknya
benda-benda yang tidak diperkenankan masuk dalam hunian.
Dalam melaksanakan fungsi kemanan terdapat beberapa hal yang harus
menjadi perhatian petugas pemasyarakatan, dimana pengamanan dengan tindakan
yang berlebihan dengan mengabaikan hak-hak dasar akan berdampak pada
terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada konteks tersebut  maka
keseimbangan antara keamanan dengan proses integrasi masyarakat, utamanya
kepentingan narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjadi perspektif yang
harus dimiliki petugas.
Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap
warga binaan  menuntut adanya kemampuan dan tanggung jawab yang besar
terhadap para pelaksananya termasuk perlu adanya dukungan berupa sarana serta
fasilitas yang memadai. Terdapat fakta mengatakan bahwa sarana dan fasilitas yang
terdapat dalam lembaga pemasyarakatan selalu serba tebatas, Oleh sebab itu, para
pelaksana pun harus mampu untuk memanfaatkan hal tersebut melalui pengelolaan
yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Namun demikian, ternyata
3lapas juga memiliki potensi konflik (Kerusuhan, perkelahian, pembakaran,
penyanderaan petugas,  pelarian perorangan atau massal dan lain-lain) yang sangat
tinggi.  Terjadinya pelanggaran di lembaga pemasyarakatan menggambarkan konsep
pembinaan dan keamanan yang kurang baik di lembaga pemasyarakatan,
Lembaga pemasyarakatan modern ini juga tidak lepas dari berbagai
kekurangan fasilitas yang disebabkan kurangnya dana yang di turunkan oleh
pemerintah yang sangatlah tidak berimbang sebagai contoh, lembaga
pemasyarakatan Makassar dimana petugas keamanan yang tidaklah seimbang dengan
penghuni lembaga pemasyarakatan, sehingga terdapat titik-titik pemantauan
keamanan yang tidak terisi.
Narapidana narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu/pengguna
narkotika yang membutuhkan pembinaan serta keamanan untuk terhindar dari
pengaruh-pengaruh negatif antar sesama narapidana untuk melakukan pelanggaran
tata tertib hingga melakukan pelarian tetapi walaupun berstatus sebagai narapidana
merekapun harus mendapatkan kesempatan untuk menjadi pribadi yang baik dan
itulah yang menjadi tujuan dari lembaga pemasyarakatan menjadikan Warga Binaan
Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga
dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung
jawab.
4Sebagaimana dalam Firman Allah swt dalam QS An-Nisa/2: 16.
                   
    
Terjemahnya:
“Dan terdapat dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka
berilah hukuman keduanya. Jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri,
maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha
Penyayang.”3
Kegiatan keamanan dan ketertiban yang berfungsi untuk memantau dan
mencegah sedini mungkin timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban baik dari
luar maupun dari dalam lembaga pemasyarakatan.  Memelihara, menguasai dan
menjaga agar suasana kehidupan narapidana tetap tentram dan aman.  Tahanan selalu
tertib meskipun petugas selalu waspada dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi,
tetap terjadi adanya narapidana yang melarikan diri. Seperti yang terjadi di Lembaga
Pemasyarakatan Klas IA Makassar melakukan pelarian dengan cara merusak
ventilasi kamar yang terbuat dari besi dengan cara gergaji.4 Hal tersebut menjadi
permasalahan nyata bahwasanya masih lemah tingkat keamanan didalam lembaga
pemasyarakatan yang seharusnya menjadi perhatian dan tanggung jawab atas
lembaga pemasyarakatan yang dipimpinnya.
3Kementrian Agaman RI Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat islam, Al-qur’an Dan
terjemahannya, (Jakarta: PT.TEHAZED, 2010), h. 104.
4Hendra Cipto, “1 Terpidana Mati dan 2 Terpidana Seumur Hidup di Lapas Makassar
Kabur”, Kompas.com.07 Mei 2017.http://app.kompas.com/amp/regional/read/2017/ 05/07/ 13040
111/1. (1 juni  2017)
5Sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah/2: 126.
                
                   
  
Terjemahnya:
“Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhanku!
Jadikanlah (negeri Makkah) ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah
rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, Yaitu orang-
orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka". Allah
berfirman:" (Permohonanmu itu diterima) tetapi siapa yang kufur dan ingkar
maka Aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi
sementara (didunia), kemudian Aku memaksanya (dengan menyeretnya) ke
azab neraka, dan (itulah) seburuk-buruk tempat kembali".5
Ayat diatas menjelaskan bahwa keamanan adalah keinginan yang sangatlah
didahulukan. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa aspek keamanan tidak
kalah penting, dan bahkan sampai saat ini masih menjadi indikator keberhasilan
lembaga pemasyarakatan.  Salah satu indikator adalah tidak terjadinya pelarian
narapidana.  keinginan untuk melarikan diri boleh jadi terdapat pada setiap diri
narapidana karena secara manusiawi mengingat dibatasinya kemerdekaan untuk
hidup bebas bagi narapidana yang sedang menjalankan proses pemidanaan.  Kondisi
seperti ini akan benar-benar menjadi sebuah usaha percobaan narapidana untuk
melarikan diri ketika adanya pemicu.
5 Kementrian Agaman RI Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat islam, Al-qur’an Dan
terjemahannya, (Jakarta: PT.TEHAZED, 2010), h. 23.
6Maka berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk
mengangkat tema penelitian mengenai “SISTEM KEAMANAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA BOLLANGI-SUNGGUMINASA
TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA NARAPIDANA MELARIKAN
DIRI”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa poin
permasalahan alur pembahasan penelitian ini sebagai berikut, yaitu :
1. Bagaimana Penerapan sistem keamanan di Lembaga pemasyarakatan
terhadap kemungkinan terjadinya narapidana melarikan diri  ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem
keamanan dilembaga pemasyarakatan ?
C. Pengertian judul
Judul Penelitian : “Sistem Keamanan Lembaga Permasyarakatan Narkotika
Klas IIA Bollangi Sungguminasa Terhadap Kemungkinan Terjadinya Narapidana
Melarikan Diri”.  Dan untuk menghindari adanya kesalapahaman terhadap judul
penelitian ini, maka penulis lalu memberikan defenisi operasional variabel adalah
sebagai berikut:
71. Sistem Keamanan:
a. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang
dihubungkan bersama untuk mencapai suatu tujuan.6
b. Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya.  Istilah ini bisa digunakan
dengan menghubungkan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan dan
lain-lain.
Apabila  kita  kaitkan  dengan  pelaksanaan  pemasyarakatan  pada  suatu
lembaga pemasyarakatan maka keamanan dan ketertiban merupakan suatu kondisi
dan  keadaan  yang  bebas  dari  segala  ancaman  dan  pelanggaran  yang dilakukan
oleh  tahanan/narapidana.  Peran  petugas  sangatlah  penting  dalam  menciptakan
suatu keadaan aman dan tertib didalam Rutan/Lapas demi tercapainya tujuan dari
lembaga pemasyarakatan itu sendiri.7
2. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam
penjara (Lembaga permasyarakatan).8
6 “Sistem”, Wikipedia the Free Encyclopedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem
(18 maret 2017).
7 Republik Indonesia. Permenkumham No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan Dan  Rumah Tahanan Negara, Pasal 8.
8 Subekti, kamus hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), h. 77.
83. Lembaga permasyarakatan :
a. Lembaga adalah sistem yang kompleks yang mencakup berbagai hal  yang
berhubungan dengan konsep sosial, psikologi, politik, dan hukum.
b. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan
berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan
bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
c. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat
untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan.9
4. Narkotika adalah sebutan untuk obat-obatan yang dapat menimbulkan narcosis,
seperti morfin dan ofium.10
5. Melarikan diri adalah melepaskan diri dari penjara, kungkungan, pergi
meninggalkan kewajiban, tugas, menyelamatkan diri, menghindar, mengelak,
membawa diri.11
D. Kajian pustaka
Dalam berbagai sumber kepustakaan ditemukan banyak kajian pustaka dari
berbagai sumber yang kelihatannya dapat merekomendasikan dalam melakukan
penelitian lebih lanjut, kajian pustaka yang dimaksud adalah buku-buku literature
yaitu :
9Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung : PT Refika
Aditama, 2006), h. 105
10Kepustakaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru (Jakarta: PT Media
Pustaka Phoenix), h. 590.
11Kepustakaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, h. 523.
9Pertama, Skripsi yang disusun oleh Hasrul Fitriyadi pada tahun 2015 dengan
judul “Pola pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan
narapidana melarikan diri (study kasus di Lembaga pemasyarakatan klas I
Makassar)” yakni membahas tentang pola pembinaan yang diterapkan dalam
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar12.
Kedua, yang disusun oleh Bornok Manorsa Marbun dengan judul : Penegakan
Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga
Pemasyarakatan.  Skripsi ini berisi tentang  penegakan  hukum  terhadap  narapidana
yang  melarikan  diri    dari  lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan  dalam
bentuk pelaksanaan  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  narapidana  tersebut,
yang  akan mengakibatkan  hilangnya  beberapa  hak-hak  dasar.13
Ketiga, yang disusun oleh Ratna Ashari Ningrum dengan judul Urgensi
Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Permasyarakatan Di
Indonesia. Skripsi ini menjelaskan bahwa masih banyaknya urgensi-urgensi dalam
sistem keamanan lembaga pemasyarakatan yang berakibat pada lemahnya penerapan
sistem keamanan.14
12 Hasrul Fitriyadi, “Pola pembinaan lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan
narapidana melarikan diri (study kasus di Lembaga pemasyarakatan klas I Makassar)”, Skripsi
(Makassar: Fakultas hukum Universitas Hasanddin Makassar, 2015)
13 Bornok Manorsa Marbun , “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang
Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan (Studi: di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A
Rajabasa)”, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016)
14 Ratna Ashari Ningrum, “Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga
Permasyarakatan Di Indonesia” Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya)
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E. Tujuan Penelitian
Pada prinsipnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
menjawab permasalahan yang dirumuskan agar pada kemudian hari hasil penelitian
dari peneliti memiliki nilai guna untuk kemaslahatan bersama.  Secara operasional
tujuan penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui Penerapan sistem keamanan di Lembaga pemasyarakatan
terhadap kemungkinan terjadinya narapidana melarikan diri.
b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam
penerapan sistem  keamanan dilembaga pemasyarakatan.
F. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis
yakni:
1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan kontribusi
kepada para mahasiswa jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar tentang
pelaksanaan system pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri dari
lembaga permasyarakatan.
2. Secara praktis
Diharapkan untuk menjadi bahan kajian selanjutnya, jika ditemukan hal-hal





A. Tinjauan Umum tentang Narapidana
Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan
dilembaga pemasyarakatan sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang-
undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedang terpidana dijelaskan
pada pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan, yaitu seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari pernyataan diatas, dapat
disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani
masa hukumannya dilembaga pemasyarakatan dimana sebagian hak kemerdekaannya
hilang.
Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari
manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan
yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Meskipun terpidana
kehilangan kemerdekaannya, tetapi terdapat hak-hak narapidana yang tetap dilindungi
dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.  Dalam hal ini yang bertanggung jawab atas
pemenuhan hak-hak narapidana adalah lembaga pemasyakatan tempat narapidana
menjalankan pidananya.
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Walaupun  statusnya  sebagai  narapidana,  mereka  tetap  mempunyai  hak-
hak  didalam  LAPAS  tersebut  (Pasal  14  ayat  1  Undang-Undang
Pemasyarakatan). Untuk menciptakan rasa keadilan dalam melaksanakan hak dan
kewajiban narapidana.
Sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah swt dalam QS An-Nisa/4: 135.
                   
                  
           
Terjemahan:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi
saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak
dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, Maka
Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu
memutarbalikkan (Kata-kata) Atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah
Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.1
Tidak  terjaminnya  hak-hak  narapidana  dapat menimbulkan masalah baru
bagi pemerintah dan juga aparat penegak hukum.
Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar tentang hak-hak narapidana,
pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah
hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan
untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat
1Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Al-qur’an Dan
terjemahannya, (Jakarta: PT.TEHAZED, 2010), h.131.
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sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara
nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan
orang yang diperintah, yaitu  persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak
itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama
tersebut diatas.
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang
permasyarakatan yang terdapat dalam pasal 14 ditentukan bahwa narapidana berhak :
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang
tidak dilarang;
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapat pembebasan bersyarat;
12. Mendapat cuti menjelang bebas dan;
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Lebih khusus lagi, mengenai hak-hak narapidana itu diatur dalam peraturan
pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga
binaan pemasyarakatan (PP No. 32/1999) sebagaimana yang telah diubah oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 (PP No. 28/2006), dan diubah kedua
kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 (PP No. 99/2012).
Kepala Lapas bertanggung jawab atas penerimaan terpidana dan pembebasan




3. Lama pidana yang dijatuhkan
4. Jenis kejahatan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun
2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, terdapat
larangan-larangan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatn yaitu:
1. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau tahanan lain
maupun dengan petugas pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang ditetapkan kepala lapas atau
rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang;
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5. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan
tugas;
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga
lainnya;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi
narkotika dan/atau precursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi
minuman yang mengandung alkohol;
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angina, televisi,
dan/atau alat elektronik lainnya;
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop
atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan
sejenisnya;
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan
ledakan dan/atau kebakaran;
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap
sesama narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan
terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
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16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana atau tahanan laki-laki,
membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian tanpa izin petugas pemasyarakatan;
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan
keselamatan pribadi atau narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan,
pengunjung, dan tamu;
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
22. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan
ketertiban lapas atau rutan.
Di dalam lembaga pemasyarakatan terdapat hal-hal yang wajib dilakukan
atau di kerjakan oleh narapidana. Pada umumnya setiap lembaga pemasyaraatan
mempunyai tata tertib masing-masing  tapi masih dalam poin-poin dan tujuan yang
sama satu sama lain. Tata tertib lembaga pemasyarakatan yang harus ditaati oleh
setiap narapidanapun telah harus sesuai dengan peraturan menteri yang telah diatur
dalam Peraturan Menteri Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor  6 Tahun Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kewajiban narapidana diatur pula
dalam Pasal 3 yaitu:
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a. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang
dianutnya serta memelihara kerukunan beragama
b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan
c. Patuh, taat, hormat kepada petugas
d. Mengenakan pakaian seragam yang telah di tentukan
e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan
f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang
telah dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian
g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan
1. Pengertian Lembaga pemasyarakatan
Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat
untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Lembaga permasyarakatan dilukiskan sebagai tempat pendidikan moral, yaitu tempat
refleksi-refleksi moral dan spiritual.  Para terpidana perlu diberikan pelajaran moral
dan agama agar keyakinan dan pandangannya diperbaharui, kecenderungan-
kecenderungan jahatnya dikendalikan dan hidupnya disegarkan.  Semuanya itu
berdasar atas tesis bahwa setiap bentuk kejahatan melawan hukum merupakan
ekspresi ketidakpedulian sosial pada orang lain.
Fungsi lembaga permasyarakatan termuat dalam undang-undang Republik
Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 3 yaitu : Menyiapkan
warga binaan permasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan
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masyarakat, sehinggaa dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang
bebas dan bertanggung jawab.
Sasaran pelaksanaan sistem permasyarakatan pada dasarnya terwujudnya
tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan
sosial dan ketahanan nasional. Sejak seorang narapidana baru masuk ke dalam
lembaga terhadapnya diterapkan aturan-aturan kepemidanaan yang ketat. Kita tak
dapat membayangkan bagaimana perasaan seseorang masyarakat yang pada suatu
saat melakukan kesalahan dan harus berkenalan dengan tata tertib, administrasi,
penjara dan perlakuan yang ketat pada saat ia menginjakkan  kakinya dalam penjara.
Bagi mereka yang berpendapat bahwa kehidupan penjara adalah lebih menekankan
dari pada kehidupan di masyarakat bebas,  Jelas mereka tidaklah mengerti
sesungguhnya kehidupan dalam penjara atau tidak mengenal penjara.2
Berikut beberapa tujuan dari lembaga pemasyarakatan: Membentuk warga
binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan
dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2 Romli Atmasasmita, Kepenjaraan, (Bandung: Armico, 1983), h. 47.
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2. Lembaga pemasyarakatan Narkotika
Lembaga  Pemasyarakatan  khusus  narkotika  merupakan  lembaga  khusus
yang diperuntukkan  bagi  narapidana  kasus  narkotika,  berdiri  sendiri  dengan pola
pembinaan berbeda dengan lembaga pemasyarakatan umum yaitu menggunakan dua
aspek  penanganan  dan  pendekatan  yakni,  aspek  perawatan  dan  aspek kesehatan
dari narapidana.3
Secara  ideal  lembaga  pemasyarakatan  narkotika  mengandung  makna
berperan “memasyarakatkan kembali “ para narapidana yang telah melanggar aturan
hukum dan  norma-norma  yang  dianut  masyarakat.  Lembaga  Pemasyarakatan
Narkotika melaksanakan  pembinaan  secara  komprehensif,  baik  rehabilitasi
terpadu,  sosial maupun rehabilitasi medis. Lembaga Pemasyarakatan atau yang
dulunya disebut dengan penjara merupakan bangunan  tempat  isolasi  yang  secara
filosofis  ditujukan  untuk  menghilangkan kemerdekaan narapidana atau mengalami
pencabutan kemerdekaan serta membina atau  mendidik  para  narapidana  agar
menjadi  baik  selama  didalam  lembaga pemasyarakatan.4
Lembaga  Pemasyarakatan  narkotika  merupakan  tempat  untuk
menampung narapidana  penyalahgunaan  narkotika  yakni  tempat  yang  bersifat
isolasi,  yang membatasi  gerak-gerik  para  narapidana  dengan  tembok yang  kokoh
dan  tinggi serta pintu dan jendela yang terbuat dari trali besi, terkungkung dalam
3Hari  Sasangka, Narkotika  Dan  Psikotropika  Dalam  Hukum  Pidana,  (Bandung:
Mandar  Maju, 2003), h. 28.
4 Romli  Atmasasmita. Tindak  Pidana Narkotika  Transnasional  Dalam  Sistem  Hukum
Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), h.72.
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kamar yang gelap  dan  pengap.  Selain  itu, pengawasan  dan  penjagaan  didalam
lembaga pemasyarakatan  narkotika  oleh  para petugas  lembaga  pemasyarakatan
yang sangat ketat. Masyarakat yang akan memasuki lembaga pemasyarakatan juga
harus mendapat ijin resmi dari pejabat yang berwenang, misalnya dari pengadilan,
serta sebelum memasuki gedung lembaga pemasyarakatan tersebut para pengunjung
diperiksa dan  diawasi  atau  mendapat  pengawasan  yang  ketat  dari  petugas
lembaga pemasyarakatan. Tidak sedikit dari pengunjung yang  tidak diperbolehkan
masuk untuk  membesuk  keluarganya  atau  hanya  melihat-lihat di  dalam  lembaga
pemasyarakatan narkotika, dengan alasan peraturan atau kebijakan. Hal tersebut
menunjukkan bahwa seseorang yang dimasukkan ke dalam penjara atau  lembaga
pemasyarakatan  tidak  bisa  secara  bebas berkomunikasi  dengan orang  luar,
karena  telah  diisolasikan  dan  tidak  bisa  keluar  atau  bebas  dari lembaga
pemasyarakatan tanpa  seijin  dari  pimpinan  lembaga  pemasyarakatan atau telah
selesai masa tahanannya.
Hal  ini  menunjukkan  sistem  birokrasi  pemerintah  didalam  lembaga
pemasyarakatan  narkotika  menjadi  sesuatu yang  sakral.  Dengan  jalan  demikian,
diharapkan setelah menjalankan hukumannya ia akan menjadi insaf dan tidak mau
lagi melakukan tindak pidana kejahatan.5
Lembaga pemasyarakatan narkotika sebagai institusi tentu memiliki
keterbatasan-keterbatasan  fisik dan  organisatoris.  Lembaga  pemasyarakatan
narkotika  tidak saja dibatasi oleh batas-batas fisik tapi juga batas-batas sosial. Batas
5 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Rajawali Pers: 2009), h. 188.
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fisik seperti pagar, tembok, jeruji, diberlakukan bagi terhukum agar tidak berinteraksi
secara bebas layaknya masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Batas-batas  fisik
dan  sosial  mendasari  timbulnya  kesepakatan-kesepakatan tertentu diantara petugas
dan narapidana untuk saling bekerja sama  menafsirkan penggunaan  dan
pemanfaatan  batas-batas  tersebut  sesuai kebutuhan  dan kepentingan masing-
masing. Batas-batas ini mencerminkan struktur masyarakat di balik  tembok
lembaga  pemasyarakatan  tak  jauh  berbeda dengan  struktur masyarakat diluar
lembaga pemasyarakatan.
C. Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia.
Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, tidak hanya
ditujukan untuk mengayomi masyarakat dari bahaya kejahatan, melainkan juga
orang-orang yang tersesat karena melakukan tindak pidana perlu diayomi dan
diberikan bekal hidup sehingga dapat menjadi warga yang berfaedah didalam
masyarakat.
Pidana penjara sebagai salah satu dari pidana perampasan kebebasan
merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku
tindak pidana. Tentang  pidana penjara, Lamintang  mendefinisikan sebagai  suatu
pidana  berupa  pembatasan  kebebasan  bergerak  dari seorang  terpidana,  yang
dilakukan  dengan  menutup  orang  tersebut  di  dalam  sebuah  lembaga
pemasyarakatan,  dengan  mewajibkan  orang  itu  untuk  menaati  semua  peraturan
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tata  tertib  yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan
sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.6
Sistem  Pemasyarakatan  bagi  publik  lebih  identik  dengan  “penjara”  atau
pembinaan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan. Dalam  kenyataannya,  tugas  pokok
dan  fungsi  Sistem  Pemasyarakatan  juga  mencakup  pelayanan  terhadap  tahanan,
perawatan  terhadap  barang  sitaan,  pengamanan,  serta  pembimbingan  terhadap
warga  binaan  pemasyarakatan  dan  klien  pemasyarakatan. Dalam sistem
pemidanaan seharusnya berlandaskan pada filsafat pemidanaan yang sesuai dengan
falsafah masyarakat dan bangsanya.  Bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang
berdasarkan falsafah pancasila seharusnya sistem pemidanaan juga berlandaskan
nilai-nilai pancasila.7
Secara  filosofis  Pemasyarakatan  adalah  sistem  pemidanaan  yang  sudah
jauh bergerak  meninggalkan  filosofi  Retributif  (pembalasan),  Deterrence
(penjeraan), dan  Resosialisasi. Pemasyarakatan yang berarti memasyarakatkan
kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik  dan berguna “healthy reentry
into the community”, pada hakekatnya adalah Resosialisasi.8 Dengan kata lain,
pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak
ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan,  juga  tidak  mengasumsikan
terpidana  sebagai  seseorang  yang kurang  sosialisasinya.   Pemasyarakatan  sejalan
6 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: Armico 1984), h. 56.
7Sigit soseno, sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia didalam dan diluar KUHP.
(Jakarta: Badan pembinaan hukum nasional kementrian hukum dan ham, 2012), h. 1.
8 Romli atmasasmita, Kepenjaraan.(Bandung: Cv. Armico, 1983), h. 44.
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dengan  filosofi  reintegrasi  sosial yang  berasumsi  kejahatan  adalah  konflik  yang
terjadi  antara  terpidana  dengan masyarakat.   Sehingga  pemidanaan  ditujukan
untuk  memulihkan  konflik  atau menyatukan kembali terpidana dengan
masyarakatnya (reintegrasi). Meskipun demikian, penerapan sistem pemidanaan
tersebut tidaklah sejalan dengan apa yang semestinya. Hal ini ditunjukkan dengan
munculnya permasalahan narapidana dari lembaga pemasyarakatan.
Dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang
Pemasyarakatan ditegaskan  bahwa Sistem  pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam
rangka  membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif
berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara  wajar  sebagai  warga  yang
baik  dan  bertanggung  jawab.9
Dalam amanat Presiden saat membuka konferensi ditegaskan, bahwa dengan
menyadari setiap manusia adalah Makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka
dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia para narapidana di integrasikan dengan
masyarakat dan di ikut sertakan dalam pembangunan ekonomi negara secara aktif.
Amanat presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan pula arti penting
terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia yaitu merubah nama kepenjaraan
menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat presiden tersebut
9 Republik Indonesia, Undang-undang no 12 tahun 1995tentang pemasyarakatan, pasal 2.
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disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir Pemasyarakata RI pada hari Senin
tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia.10
Semenjak  tahun  1964  ini,  sejumlah  perubahan  yang  berpengaruh terjadi.
Seperti  pada  periode  1975-1976  terselenggara  sejumlah  rapat  kerja  yang pada
akhirnya berpengaruh terhadap munculnya manual-manual yang diperlukan dalam
perlakuan  terhadap  terpidana  berdasarkan  konsepsi  Pemasyarakatan. Beberapa
manual  yang  berhasil  disusun  adalah;  tentang  Pembinaan  Dalam Lembaga,
Pembinaan Luar Lembaga, Manual Pembinaan Tuna Warga yang berisi model-
model formulir dan register, serta manual tentang Pembinaan Sarana Sistem
Pemasyarakatan.  Pasca  munculnya  Pemasyarakatan,  terjadi  pula  peningkatan
hubungan dengan masyarakat dan dunia internasional dalam bentuk keikutsertaan
pada  kongres-kongres  yang  diselenggarakan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa
(PBB). Pasca munculnya Pemasyarakatan pada tahun 1964 ini, diperlukan waktu
lebih dari 30 tahun hingga Indonesia memiliki Undang-Undang khusus tentang
Pemasyarakatan. Sebelum adanya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan, pelaksanaan pidana  pemenjaraan  di  Indonesia  masih  menjadikan
reglemen  penjara  sebagai “pedoman”. Hal ini di satu sisi tidak mengundang
masalah karena secara prinsip (filosofis) telah ada komitmen besar untuk
pemasyarakatan yang jauh berbeda dengan filosofi pemenjaraan. Namun di sisi lain,
10 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung : PT Refika
Aditama, 2006), h. 97.
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lamanya rentang waktu untuk dibuatnya UU khusus tentang Pemasyarakatan
memperlihatkan lemahnya perhatian proses politik, di legislatif dan eksekutif.
Diranah  filosofis,  Pemasyarakatan  memperlihatkan  komitmen  dalam
upaya merubah  kondisi  terpidana,  melalui  proses  pembinaan  dan
memperlakukan dengan  sangat  manusiawi,  melalui  perlindungan  hak-hak
terpidana.
Komitmen ini  secara  eksplisit  ditegaskan  dalam  pasal  5  UU
Pemasyarakatan,  bahwa:
“Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas;
pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan,
pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan
kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak
untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”.11
Pelaksanaan  pembimbingan  dalam  sistem Pemasyarakatan  pun  dilakukan
oleh  petugas  fungsional  khusus,  yaitu  petugas Pemasyarakatan.   Dengan
demikian  pelaksanaan  Pemasyarakatan  menuntut profesionalitas  sumber  daya
manusia  yang  akan  memahami  dengan  baik  tujuan Pemasyarakatan  dan
bagaimana  cara  mencapai  tujuan  tersebut,  serta  untuk menghindari  perlakuan-
perlakuan  tidak  manusiawi.   Selain  itu,  di  dalam melaksanakan pembinaan dan
pembimbingan, juga diperlukan kerjasama dengan instansi  pemerintah  terkait  serta
lembaga  kemasyarakatan  untuk  menunjang efektifitas.
Prinsip-prinsip  ini  pada  dasarnya  dapat  dijadikan  indikator  dalam
melihat keberhasilan  pelaksanaan  Pemasyarakatan  dewasa  ini.  Meskipun  bila
11Republik Indonesia, Undang-undang no 12 tahun 1995tentang pemasyarakatan, pasal 5.
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dilihat lebih jauh, indikator yang dimaksud lebih berupa asas dan pemenuhan hak-
hak narapidana. Namun demikian, indikator ini justru menjadi ruh dari keseluruhan
pelaksanaan  Sistem  Pemasyarakatan  Indonesia.  Indikator-indikator  lain  dalam
melihat  keberhasilan  ini,  seperti  dari  aspek  sumber  daya  manusia  dan  teknis
pelaksanaan Pemasyarakatan, merupakan indiaktor yang akan didasari oleh asas
pelaksanaan  Pemasyarakatan  ini. Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan
indikator utama keberhasilan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya hak-hak
dari Warga Binaan Pemasyarakatan dan  Tahanan.  Sistem  Pemasyarakatan  dalam
hal  ini  merupakan  instansi  yang terlibat dalam  penegakan  hukum,  mulai  dari
tahap  pre-adjudikasi,  adjudikasi, dan  post-adjudikasi.  Pada  masing-masing  tahap
inilah  Sistem  Pemasyarakatan berperan  dalam  memberikan  perlindungan  HAM.
Pemisahan ini ditujukan untuk check and balances agar tidak terjadi
penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang memiliki
kewenangan secara yuridis. Pada  tahap  adjudikasi,  Sistem  Pemasyarakatan
melalui  Balai  Pemasyarakatan berperan  dalam  memberikan  pertimbangan
berdasarkan  penelitian  kepada pengadilan.  Penelitian  kemasyarakatan  (Litmas)
oleh  Bapas  diharapkan  dapat memberi gambaran yang objektif tentang latar
belakang suatu peristiwa terjadi. Diharapkan  setelah  itu,  pengadian  dapat
memberikan  keputusan  yang  tepat. Pada  tahap  pre-adjukasi  dan  adjudikasi  ini,
Rupbasan  juga  berperan  dalam melindungi  hak  atas  benda  yang  harus  disimpan
untuk  keperluan  barang  bukti dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rupbasan dalam hal ini berperan
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dalam menjamin keselamatan dan keamanan barang yang dimaksud. Sementara itu,
pada tahap post adjudikasi, Sistem Pemasyarakatan melalui UPT Lapas  berperan
dalam  memberikan pembinaan  untuk  melindungi  hak  asasi narapidana.
Pembinaan  dalam  hal  ini  menjadi  pencegah  terjadinya  prisonisasi (proses
pembelajaran  dalam  kultur  penjara)  yang  justru  dapat  membuat  kondisi
seseorang (narapidana) lebih buruk dari pada sebelum ia masuk ke dalam Lapas.12
Pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan  melindungi  hak-hak
asasi  terpidana,  termasuk  tahanan.  Dorongan  tersebut bahkan telah formalisasi
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1955 dalam bentuk Standard
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Di dalamnya terdapat  sejumlah  hak
dan  perlakuan  minimum  yang  harus  diberikan  kepada terpidana/tahanan  selama
berada  dalam  institusi  pejara/penahanan.  Standard Minimum  Rules dan
munculnya  konsep  Pemasyarakatan  inilah  yang  menandai peralihan  sistem
pemidanaan  Indonesia  dari  sistem  pemenjaraan  yang  dalam praktek  lebih
menekankan  sentimen  penghukuman  (punitive  sentiment)  atau pembalasan
(retributive). Terkait dengan sejumlah perkembangan dalam pembangunan hukum di
Indonesia .
Menurut Camus, pelaku kejahatan tetap merupakan seorang Human Offender.
Namun demikian, sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap pula bebas
mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru.  Oleh karena itu, pengenaan sanksi
harus pula bersifat mendidik atau mengayomi.  Sebab hanya dengan cara itu ia dapat
12Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem
pemasyarakatan, Cet, 1 (2008) h. 7.
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kembali kemasyarakat sebagai manusia utuh.13 Namun dalam kenyataannya sangat
tidak mudah mewujudkan tujuan mulia tersebut. Dalam praktek dilapangan banyak
menemui hambatan dan kendala diantaranya masih banyak ditemukan berbagai
bentuk kekerasan serta diskriminasi di Lembaga Pemasyarakatan.  Keadaan tersebut
mengakibatkan tujuan pidana penjara dinegara kita kurang dapat terwujud secara
efektif.
Permasalahan-permasalahan didalam ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan
yang menimbulkan kerugian-kerugian besar yang masih saja terus bermunculan
khususnya permasalahan mengenai pelarian narapidana yang bukan lagi
permasalahan yang baru dikalangan masyarakat umum. Menurut Albert G.Fraser
mengungkapkan bahwa:
“Saya berani berpendapat bahwa sampai kita membuat penjara sebagai
tempat tinggal yang lebih berperikemanusiaan dari sudut psychologis
permasalahan-permsalahan dalam penjara tak dapat dielakkan”14
Para narapidana ini memiliki banyak alasan untuk melakukan pelarian. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh Lamhot Siahaan yang berjudul pelarian tahanan 1994,
menjelaskan bahwa ada dua bentuk pelarian yang dilakukan narapidana yaitu :
pelarian fisik dan psikis. Dalam hal ini pelarian fisik adalah melampiaskan
keinginan dalam bentuk tulisan atau coretan-coretan dan khayalan-khayalan untuk
hidup bebas.  Sedangkan, pelarian psikis adalah tahanan yang melarikan diri atau
keluar secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.
13Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
persada,2004), h. 30.
14Romli Atmasasmita, Dari pemenjaraan ke pembinaan narapidana (Bandung : Alumni,
1975), h. 68.
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Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana
wajib melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya karena dalam
system Pemidanaan Pemasyarakatan merupakan suatu upaya untuk menyadarkan
narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga
masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial
dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan
damai.
Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi,
keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang
seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan
berlakunya norma15.  Hal ini dimaksudkan supaya dalam memberikan suatu sanksi
terhadap suatu perbuatan pidana dapat diterapkan secara adil, artinya tidak melebihi
dengan suatu yang seharusnya dijadikan sanksi terhadap suatu perbuatan pidana
tersebut.
Pemidanan dan hukum tidak dapat dipisahkan. Pemidanaan atau penjatuhan
hukuman/sanksi adalah bagian terpenting dari hukum karena dengan keberadaan
pemidanaan, maka hukum akan memiliki ketegasan dan kekuatan yang akan selalu
mengikat seseorang. Sehingga pemidanaan merupakan salah satu alasan mengapa
harus ditaati.
Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian system pemidanaan
diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh
15 M. Sholehuddin, Sistem sanksi dalam hukum pidana. (Jakarta: rajawali pers, 2003), h. 114.
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hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup
pengertian:16
a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) pemidanaan.
b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/
penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
c. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisas/
operasionalisasi/ kongkretisasi pidana.
d. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana
hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga
seseorang dijatuhkan sanksi (hukum pidana).
D. Sistem pembinaan pemasyarakatan
Sistem pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap
narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai
tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana kekehidupan bermasyarakat dapat
berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya,
masyarakat serta negara. Jadi, pembinaan sangat memerlukan dukungan dan
keikutsertaan dari masyarakat.  Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif
masyarakat untuk menerima mereka kembali ke masyarakat.  Berdasarkan UU No.
12 Tahun 1995 pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem :
1. “Pengayoman” adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam
rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh
16Andi hamsah, system pidana dan pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi
(Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 1986), h.1.
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warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga
binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.
2. “Persamaan perlakuan dan pelayanan’’ adalah memberikan perlakuan dan
pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-
bedakan orang.
3. “Pendidikan’’ bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan
berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan,
pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. “Penghormatan harkat dan martabat manusia’’ adalah bahwa sebagai   orang
yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap dianggap sebagai
manusia.
5. “Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan’’ adalah warga
binaan pemasyarakatan yang berasal dalam lembaga pemasyarakatan yang
selanjutnya disebut Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai
kesempatan penuh untuk memperbaikinya.  Selama di Lapas, warga binaan
pemasyarakatan harus tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya
manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak
memperoleh kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan,
keterampilan, olah raga, atau rekreasi.
6. “Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang
tertentu’’ bahwa walaupun warga binaan pemasyarakaan berada dilapas, tetapi
harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh
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diasingkan dari masyarakat antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam
bentuk kunjungan, hiburan ke lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dari
kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti
mengunjungi keluarga.17
Pembinaan  telah  menempatkan  narapidana  sebagai  subjek pembinaan  dan
tidak  sebagai  objek  pembinaan  seperti  yang    dilakukan dalam  sistem
kepenjaraan.  Dalam  sistem  pemasyarakatan  perlakukan sudah mulai  berubah.
Pemasyarakatan  telah  menyesuaikan  diri  dengan  falsafah  negara  yaitu
Pancasila,  terutama  perlakukan  terhadap narapidana.18
Terdapat empat komponen penting  dalam pembinaan narapidana yaitu :
1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat,   adalah  orang-orang  yang  berada  di  sekeliling narapidana pada
masih di luar lembaga pemasyarakatan dapat  masyarakat  biasa,  pemuka
masyarakat,  atau  pejabat setempat.
4. Petugas,  dapat  berupa  petugas  kepolisian,  pengacara, petugas keagamaan,
petugas  sosial, petugas  lembaga  pemasyarakatan, rutan, Balai hakim Wasmat
dan lain sebagainya.19
17 Republik Indonesia, Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995
tentang pemasyarakatan, pasal 5.
18 C.I.Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. (Jakarta: Djambatan, 1995), h.42.
19 C.I.Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. h. 51.
33
Menurut  Sahardjo  dalam  konferensi  Dinas  Kepenjaraan di Lembang
Bandung,  terdapat sepuluh  prinsip  pembinaan  dan  bimbingan bagi  narapidana
yaitu :
1. Orang  yang  tersesat  harus  diayomi  dengan  memberikan kepadanya  bekal
hidup  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuhan  pidana  bukan  tindakan  pembalasan  dendam  dari Negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan
bimbingan
4. Negara  tidak  berhak  membuat  seseorang  narapidana  lebih buruk atau lebih
jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama  kehilangan  kemerdekaan  bergerak,  narapidana  harus dikenakan
kepada masyarakat dan  tidak boleh  diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  tidak  boleh bersifat  mengisi
waktu  atau  hanya  diperuntukkan  bagi kepentingan  lembagaatau  neagara
saja. Pekerjaan  yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila
8. Tiap  orang  adalah  manusia  dan  harus  diperlakukan  sebagai manusia
meskipun  ia  tersesat.  Tidak  boleh  ditujukan  kepada narapidana bahwa ia itu
penjahat
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
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10. Sarana  fisik  lembaga  dewasa  ini  merupakan  salah  satu hambatan
pelaksanaan sistem pemasyarakatan.20
Tujuan  pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan
pemidanaan.  Pembinaan  narapidana  yang  sekarang  dilakukan  pada awalnya
berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi  dengan
perkembangan nilai  dan  hakekat  hidup  yang  tumbuh  di masyarakat.
Pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 tahap yang merupakan
suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu antara lain:
1. Tahap Pertama (Tahap Orientasi/Pengenalan).
Lembaga pemasyarakatan melakukan penelitian terhadap hal ikhwal
narapidana, sebab dilakukannya suatu pelanggaran.  Pembinaan ini dilakukan saat
yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai 1/3 (sepertiga) masa
pidananya.  Masa ini juga merupakan masa orientasi berupa masa pengamatan,
pengenalan, dan penelitian lingkungan yang dilakukan paling lama satu bulan.
Disini para narapidana mendapatkan pembinaan kepribadian diantaranya :
a. Pembinaan kesadaran beragama.
Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi
pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari
perbuatannya yang benar dan perbuatan yang salah.
b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
20C.I.Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. (Jakarta: Djambatan, 1995), h.43.
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Upaya yang dilaksanakan melalui pendidikan pancasila termasuk
menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik, dapat berbakti
untuk bangsa dan negara.  Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan
negara adalah sebagian dari iman (takwa).
c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga
binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-
kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.  Pembinaan intelektual
dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun informal.  Pendidikan
formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh
pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan.
Pendidikan non formal diselenggarakan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan,
dan segalanya.
d. Pembinaan kesadaran hukum
Dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang  bertujuan untuk
mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai masyarakat menyadari hak
dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan,
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman,
kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat
kepada hukum.
Pada tahap ini, pembinaan dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan dengan
pengawasan maksimum (Maksimum Security).
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2. Tahap Kedua (Tahap Asimilasi dalam arti sempit).
Narapidana tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan maka
kepadanya narapidana diberikan kebebasan yang lebih banyak, Yang dimaksud
dengan kemajuan disini adalah dengan terlihatnya keinsyafan, perbaikan diri, disiplin
dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku dilembaga pemasyarakatan.  Tahap
ini dilakukan setelah narapidana menjalani 1/3 (sepertiga) sampai ½ (seperdua) masa
pidana.  Disini narapidana mendapatkan pembinaan kemandirian antara lain:
a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
Misalnya: Industri rumah tangga dan kerajinan tangan.
b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
d. Keterampilan untuk mendukung  usaha-usaha industri/pertanian/ perkebunan
dengan teknologi madya/tinggi.
Pada tahap ini, pembinaan dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan dengan
pengawasan menengah (Medium Security).
3. Tahap Ketiga (Tahap Asimilasi dalam arti luas)
Dilakukan setelah menjalani ½ (seperdua) dari masa pidana sebenarnya dan
menurut TPP telah mencapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun mental dan
juga dari segi keterampilannya maka tempat proses pembinaannya diperluas dengan
program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :
a. Waktu dimulainya sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan ½ (seperdua)
dari masa pidananya.  Pada bagian ini pembinaan masih dilaksanakan didalam
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lembaga pemasyarakatan dengan sistem pengawasan menengah (Medium
security).
b. Dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa
pidananya.  Dalam bagian lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap
asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti
menjelang bebas dengan pengawasan minimum (Minimum security).
4. Tahap Ke empat (Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat)
Tahap akhir dilaksanakan setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3
masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan.
Pembinaan tahap akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program
integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya
masa pidana.  Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti
menjelang bebas atau pembebasan bersyarat.  Pembinaan dilakukan diluar lembaga
pemasyarakatan oleh Balai Pemasyaratan (BAPAS) yang kemudian disebut
pembimbingan klien pemasyarakatan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No.12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa:
pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan dilembaga pemasyarakatan dan
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh balai pemasyarakatan
sedangkan pembinaan dilembaga pemasyarakatan dilakukan terhadap narapidana dan
anak didik pemasyarakatan.
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Setelah tahap-tahap tersebut narapidana siap untuk dikembalikan
kemasyarakat dan diharapkan menjadi manusia yang mandiri, tidak melakukan
tindak pidana lagi, serta dapat berperan aktif dalam masyarakat.21
Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilembaga pemasyarakatan dilaksanakan :
a. Secara intermural
b. Secara ekstermural
Pembinaan secara intermural yang dilakukan dilembaga pemasyarakatan
disebut Asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah
memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan
masyarakat.  Sedangkan, pembinaan secara ekstermural juga dilakukan oleh badan
permasyarakatan yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan warga binaan
pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada
kembali ditengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.
Sebagai catatan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatn
dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan yang merupakan pegawai
pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan dan
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam
tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated
criminal justice system). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari
21 Kelik pramudya, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan sistem pemasyarakatan,
http://click-gtg.blogspot.com/2009/12/pelaksanaan-pidana-penjara-dengan.html?m=1, ( 15-12-2009 )
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sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.22
Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat  (2)  Undang-Undang No.  12
Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  (selanjutnya  disebut  UU Pemasyarakatan)
adalah: Suatu  sistem  tatanan  mengenai  arahan  dan  batasan  serta  cara pembinaan
warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila Undang-Undang No. 12
tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. yang  dilaksanakan  secara  terpadu  antara
Pembina,  yang  dibina, dan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  warga
binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak
mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali oleh  lingkungan
masyarakat,  dan  aktif  berperan  dalam pembangunan  dan  dapat  hidup  secara
wajar  sebagai  warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.
Sistem  pemasyarakatan  akan  mampu  mengubah  citra  negative sistem
kepenjaraan  dengan  memperlakukan  narapidana  sebagai  subjek  sekaligus
sebagai  objek  yang  didasarkan  pada  kemampuan  manusia untuk tetap
memperlakukan  manusia sebagai manusia yang  mempunyai eksistensi  sejajar
dengan  menusia  lain.  Sistem  ini menjanjikan  sebuah model  pembinaan  yang
humanis,  tetap  menghargai  seorang  narapidana secara  manusiawi,  bukan  semata-
mata  tindakan  balas  dendam  dari negara.  Hukuman  hilang  kemerdekaan  kiranya
sudah  cukup  sebagai sebuah  penderitaan  tersendiri  sehingga  tidak  perlu
22 Dwidja Priyanto, Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, (Bandung: PT. Refika
Aditama, 2006), h. 106-109.
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ditambah  dengan penyiksaan  hukuman  fisik  lainnya  yang  bertentangan  dengan
hak  asasi manusia. Dalam  sistem  kepenjaraan,  peranan  narapidana  untuk
membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina
tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana
agar  tidak  melarikan  diri  dari  penjara.  Pendidikan  dan pekerjaan  yang  diberikan
hanyalah sebagai pengisi waktu  luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis.
Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana  tanpa  memberikan  pembinaan
tidak  akan  merubah  narapidana. Bagaimanapun  narapidana  adalah  manusia  yang
memiliki  potensi  yang dapat  dikembangkan  kearah  perkembangan  yang  positif,
yang  mampu merubah seseorang menjadi produktif.
Untuk mencapai sistem pembinaan yang baik partisipasi bukan hanya datang
dari petugas, tetapi juga dari masyarakat disamping narapidana itu sendiri.  Dalam
usaha memberikan partisipannya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa
bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas
pemasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukan
sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik
terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.
Berkenaan dengan masalah petugas pembinaan dilembaga pemasyarakatan,
petugas pemasyarakatan yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap
narapidana yang berkewajiban untuk mengeluarkan narapidana dari lembaga
pemasyarakatan untuk kembali kemasyarakat sangatlah penting.  Berhasil atau
tidaknya tugas untuk mengeluarkan atau mengembalikan narapidana menjadi
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anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum tergantung pada petugas-
petugas negara yang diserahkan tugas untuk menjalankan system pemasyarakatan.
E. Sistem pengamanan menurut Peraturan pengamanan lembaga
pemasyarakatan
Petugas Lapas merupakan seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung
jawab pengawasan, keamanan dan keselamatan narapidana dipenjara. Perwira
tersebut bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan dan pengendalian
seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu pengadilan ketika dijebloskan
maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman
dalam masa tertentu suatu penjara. Sebagian besar perwira bekerja pada
pemerintahan negara tempat mereka mengabdi, meskipun ada pada negara-negara
tertentu, sipir bekerja pada perusahaan swasta.
Di Indonesia, Sipir disebut dengan petugas pemasyarakatan yang
bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana Petugas
pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja sebagai pegawai
negeri sipil kementerian HUKUM & HAM ( Kemenkumham.)23
Adapun petugas pemasyarakatan yang memiliki mental yang baik dan sehat
harus memiliki 5 aspek yaitu:
1. Berfikir realistis
2. Mempunyai kesadaran diri
23 http://id.wikipedia.org/wiki/sipir (Wikipedia bahasa indonesia, Pengertian sipir, diakses
tanggal 01 Maret 2017
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3. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain
4. Mempunyai visi dan misi yang jelas
5. Mampu mengendalikan emosi
Petugas lembaga pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang
mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus
meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi masalah narapidana.
Pelaksanaan klasifikasi Pengamanan berdasarkan pola bangunan dan
pengawasan meliputi:
1. Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara
atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan closed circuit television,
pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan,
serta pengendalian komunikasi
2. Pengamanan tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis, pos menara atas
penempatan terpisah atau bersama, pengawasan closed circuit television,
pembatasan gerak, pembatasan kunjungan, dan kegiatan pembinaan.
3. Pengamanan menengah dilengkapi dengan pemagaran minimal 1 (satu) lapis,
penempatan terpisah atau bersama, pengawasan closed circuit television,
pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan.
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4. Pengamanan rendah tanpa pemagaran berlapis, penempatan terpisah dan
bersama, pengawasan closed circuit television dan pembatasan kegiatan
pembinaan.24
24 Republik Indonesia, Peraturan menteri hukum dan Ham No.33 Tahun 2015 tentang




Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat
memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan
memahami keadaan lingkungn ditempat dilaksanakannya suatu penelitian.  Untuk
memecahkan masalah tersebut maka yang digunakan peneliti meliputi :
A. Lokasi penelitian
Didalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif atau
penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar
yang diperoleh dari transkripsi wawancara.
Penelitian ini  dilaksanakan di Kabupaten Gowa, tepatnya di Lembaga
Permasyarakatan Narkotika Klas IIA Bollangi-Sungguminasa yang merupakan
lembaga pemasyarakatan yang khusus bagi narapidana penyalahgunaan narkotika.
Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan penulis bahwa seluruh
kegiatan, data, dan informasi ada pada mereka.
B. Metode pendekatan
Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data-
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  Dalam hal ini penulis menggunakan
metode pendekatan secara yuridis empirik, yaitu hukum sebagai gejala masyarakat,
sebagai institusi sosial atau pola perilaku dalam kehidupan masyarakat.
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C. Jenis  data dan sumber data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder.
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku,
majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya
D. Tehnik pengumpulan data
Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan metode study
kepustakaan dan metode penelitian lapangan untuk memberikan informasi akurat
untuk menungjang penyelesaian karya ilmiah, berikut uraiannya.
1. Study kepustakaan yaitu, mengumpulkan dan mempelajari literature-literature
yang berkaitan dengan penelitian.
2. Penelitian lapangan suatu penelitian untuk mengharuskan penulis untuk turun
langsung ke objek penelitian untuk memperoleh informasi secara langsung.
Dalam proses penelitian lapangan dilakukan dengan tiga metode yaitu:
a. Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengadakan pengamatan langsung dilapangan.
b. Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan memberikan respon
dan diminta kesediaannya untuk memberikan jawaban atau keterangan secara
langsung dan terbuka. Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah
wawancara terstruktur yang berarti penulis melakukan kegiatan wawancara
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dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan
yang akan ditanyakan penulis kepada informan untuk memperoleh data yang
lebih lengkap.
Dalam hal ini penulis akan mewawancarai dan menggali informasi kepada:
1) Kepala KPLP lembaga pemasyarakatanlas IIA Bollangi Sungguminasa.
2) Petugas Kasubsi keamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA
Bollangi-Sungguminasa
3) Petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bollangi-
Sungguminasa
c. Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari hal-hal
atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, dan lain-lain.
E. Teknik Analisis data
Setelah penulis mengumpulkan data sekunder dan primer melalui hasil dari
Study kepustakaan dan lapangan dan untuk menyelesaikan sebuah karya tulis
(skripsi) yang terpadu dan sistematis maka digunakan suatu sistem analisis data
dengan cara mengolah dan menganalisis data-data secara kualitatif untuk
menghasilkan data yang bersifat deskriptif.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bollangi
Sungguminasa
Lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa Kab. Gowa
adalah lembaga pemasyarakatan khusus tahanan Narkotika yang  berfungsi sebagai
tempat  pembinaan  narapidana  yang sudah  dijatuhi  vonis  hukuman  oleh  hakim
yang  bertanggung  jawab  langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Kota Makassar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia (Sekarang disebut Kementerian Hukum dan Ham)
Nomor: M.04.PR.03 Tahun 2003 Tentang pembentukan  13 Unit Lembaga
Pemasyarakatan khusus Narkotika salah satunya Lapas Narkotika Klas IIA
Sungguminasa. Lapas Narkotika ini terletak di jalan Lembaga Bollangi, Desa
Timbuseng, kecamatan Pattallassang, kabupaten Gowa.
Lembaga Pemasyarakatan dibangun diatas tanah seluas 158 x 103 meter
persegi, dengan tembok keliling seluas 110 x 80,5 meter persegi, dibangun dalam 4
tahap mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, dengan Jumlah Pegawai
keseluruhan  98 orang dengan tinggi tembok setinggi 4 meter. Lembaga
pemasyarakatan mulai beroperasional melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
sejak tanggal 2 Agustus 2007 dan sudah berusia 10 Tahun saat ini. Bangunan
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Lembaga Pemasyarakatan terdiri atas ruang  perkantoran, gedung  blok / kamar
hunian yang terdiri atas:
1. Blok A bawah dan Blok A atas
2. Blok B bawah dan Blok B Atas
3. Klinik, gereja, aula, ruang kegiatan kerja, masjid dan dapur.
4. Lapangan sarana Olahraga
5. Rumah dinas pegawai
6. Dengan jumlah kamar keseluruhan 48 ditambah 10 kamar sel
Kapasitas Bangunan 368 orang dengan penghuni saat ini 810 orang (per
tanggal 2 Mei 2017), Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis jumlah
narapidana pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  IIA  Sungguminasa  dapat  dilihat
pada tabel berikut ini:
No. Tahun Jumlah Penghuni Kapasitas Kelebihan Daya Tampung
1 2015 669 368 301
2 2016 796 368 428
3 2017 804 ( Per 2 mei ) 368 436
Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa 2017
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Dengan perincian penggolongan Narapidana adalah:
1. Narapidana
Seumur Hidup : 1
B I : 798 ( Penjara diatas satu tahun )
B IIa : 2 ( Penjara sampai dengan satu tahun )
B IIIs : - ( Kurungan pengganti denda )
Jumlah : 804
2. Tahanan
A III : 2 ( Tahanan Pengadilan Negeri )
A IV : 2 ( Tahanan Pengadilan Tinggi )
A V : 2 ( Tahanan Mahkamah Agung )
Jumlah : 6
Jumlah Keseluruhan Narapidana/Tahanan : 810
Dari data tersebut menujukkan bahwa jumlah penghuni meningkat setiap
tahunnya dan sudah melebihi kapasitas daya tampung bangunan yang hanya bisa
menampung Narapidana sejumlah 368 orang.
Masalah yang paling utama di lembaga ini adalah over kapasitas yang kami
sebut sebagai over crodit yang berimbas kepada  pelaksanaan keamanan dengan
jumlah petugas yang tidak memadai dan sarana kelengkapan keamanan yang masih
kurang, hal tersebut menjadi problem yang susah untuk ditanggulangi karena
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tingginya tingkat penggunaan Narkotika tetapi tidak adanya penambahan kapasitas
daya tampung didalam lembaga.1
Hal ini sangatlah memprihatinkan melihat jumlah penghuni yang sudah
melampaui batas dengan jumlah regu penjagaan yang hanya berjumlah 83 orang
sehingga, kepadatan jumlah penghuni yang melampaui batas kemampuan lapas
mengakibatkan kapasitas ruangan/kamar dengan jumlah 38 yang masing-masing
berkapasitas 10 orang menjadi 20 orang . Over kapasitas menjadi  salah  satu
kendala utama yang dihadapi oleh Lapas, tidak hanya di lembaga pemasyarakatan
Klas IIA Bollangi-Sungguminasa tetapi  hampir disemua  Lapas  di  Indonesia.
Over  kapasitas  terjadi karena laju pertumbuhan penghuni Lapas tidak sebanding
dengan sarana  hunian  Lapas.  Hal  ini  menyebabkan  rasa  yang  kurang nyaman
karena  narapidana  harus  berdesakan  di  dalam  sel.  Sistem keamanan  juga
menjadi  tidak optimal  karena  jumlah  narapidana  yang ada dalam Lapas
mengalami over kapasitas sedangkan  jumlah  petugas  yang kurang memadai.
Tentunya hal  ini  secara  tidak  langsung  akan  menjadikan  narapidana berusaha
untuk melarikan diri karena ketidaknyamanan Narapidana.
Lembaga Pemasyarakatan didesain dengan sedemikian rupa dengan tetap
mempertimbangkan dari segi keamanan dan pembinaan melalui pendekatan
rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkombinasi dengan Protap Lembaga
pemasyarakatan.
1Viktor Teguh Prihartono, Kepala lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas IIA
Sungguminasa, Wawancara, Gowa-Makassar,  2 Mei 2017.
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Adapun Visi, Misi, Tujuan, Fungsi dan Sasaran dari Lembaga
Pemasyarakatan narkotika Klas IIA Sungguminasa adalah sebagai berikut :
1. Visi:
Terwujudnya insan Petugas Pemasyarakatan dan WBP yang bebas  HIV/AIDS
dan penyalahgunaan narkoba.
2. Misi
a. Melaksanakan perawatan kesehatan
b. Melaksanakan bimbingan rohani dan hukum
c. Melaksanakan pelayanan social
d. Membangun Kemitraan
3. Tujuan
Adapun tujuan dari didirikannya Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa
Adalah:
a. Meningkatkan peningkatan hukum
b. Pembentukan mental jasmani/rohani WBP
c. Mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS
d. Meningkatkan kualitas hidup ODHA
e. Meningkatkan metode treatment, terapy rehabilitasi dan security  narkoba di
lingkungan Lapas Narkotika Sungguminasa.
4. Fungsi :
Sedangkan fungsi didirikannya Lapas Narkotika Klas IIA sungguminasa
Adalah:
52
a. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus narkotika
b. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana/anak didik
kasusu narkotika
c. Melakukan bimbingan social/kerohanian
d. Melakukan pemeliharaan keamanan tata tertib dan urusan dan rumah
tangga.
5. Sasaran Umum:
a. Meningkatnya kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Meningkatnya kualitas Intelektual
c. Meningkatnya kualitas sikap dan perilaku
d. Meningkatnya kualitas profesionalisme
e. Meningkatnya kualitas jasmani dan rohani
6. Sasaran Khusus:
a. Isi Lembaga Pemasyarakatan ideal dengan kapasitas
b. Angka pelarian dan gangguan kamtib minim (bahkan tidak ada)
c. Jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya meningkat
d. Menurunnya jumlah residivis
e. Persentase kematian dan sakit warga binaan pemasyarakatan sama
dengan dimasyarakat
f. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia
g. Lembaga permasyarakatan selalu dalam kondisi bersih dan terpelihara
h. Pembinaan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat umum
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(Sumber Data: sub seksi Pembinaan Narapidana Lapastika Klas IIA Sungguminasa)
Segala proses pembinaan diLembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh para
petugas pemasyarakatan atau biasa disebut dengan sipir berdasarkan struktur
organisasi Lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sunggminasa yang
memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai berikut:
1. Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah
tangga  LAPAS.  Bagian  tata  usaha  mempunyai  fungsi,  yiatu melakukan  urusan
kepegawaian,  melakukan  urusan  keuangan,  dan  melakukan  urusan  surat-
menyurat, perlengkapan  dan  rumah  tangga.  Bagian  tata  usaha  terdiri  dari:
a. Kaur kepegawaian/keuangan  bagian keuangan yang mempunyai tugas
melakukan urusan  kepegawaian dan keuangan
b. Kaur bagian umum yang mempunyai tugas melakukan urusan surat-
menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
2. Bidang  pembinaan  narapidana  mempunyai  tugas  melaksanakan  pembinaan
pemasyarakatan narapidana. Bidang pembinaan narapidana mempunyai fungsi, yaitu
melakukan regristrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana,
memberikan  bimbingan  pemasyarakatan,  dan  mengurus  kesehatan  dan
memberikan perawatan bagi narapidana. Bidang pembinaan narapidana/Anak didik
terdiri dari:
54
a. Kasubsi registrasi yang mempunyai tugas  melakukan  pencatatan  dan
membuat  statistik  serta  dokumentasi  sidik  jari narapidana,
b. Kasubsi  Bimkemaswat yang  mempunyai  tugas memberikan bimbingan dan
penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan
pengetahuan,  asimilasi,  cuti  dan  penglepasan  narapidana serta mengurus
kesehatan  dan memberikan perawatan narapidana.
3. Bidang  Kegiatan  Kerja  mempunyai  tugas  memberikan  bimbingan kerja,
mempersiapkan  sarana  kerja  dan  mengelola  hasil  kerja.  Bidang  Kegiatan  Kerja
mempunyai  tugas,  yaitu  memberikan  bimbingan  latihan  kerja  bagi  narapidana,
mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Bidang Kegiatan
Kerja terdiri dari:
a. Kasubsi sarana  kerja  yang  mempunyai  tugas  mempersiapkan  fasilitas
sarana  kerja
b. Kasubsi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja yang mempunyai tugas
memberikan  petunjuk  bimbingan  latihan  kerja  bagi  narapidana dan
mengelolaan hasil kerja
4. Bidang  administrasi  keamanan  dan  tata  tertib  mempunyai  tugas mengatur
jadwal  tugas,  penggunaan  perlengkapan  dan  pembagian  tugas  pengamanan,
menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas
serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
Bidang  administrasi  keamanan  tata  tertib  terdiri  dari:
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a. Kasubsi keamanan yang  mempunyai  tugas  mengatur  jadwal  tugas,
penggunaan  perlengkapan  dan pembagian
b. Kasubsi  pelaporan dan tata tertib yang mempunyai tugas menerima laporan
harian  dan  berita  acara  dari  satuan  pengamanan  yang  bertugas  serta
mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata
tertib.
5. Kesatuan  pengamanan  LAPAS  mempunyai  tugas  menjaga  keamanan  dan
ketertiban  LAPAS.  Kesatuan  Pengamanan  LAPAS  mempunyai  fungsi  yaitu:
melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana, melakukan
pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban,  melakukan  pengawalan,  penerimaan,
penempatan  dan pengeluaran narapidana, serta membuat laporan harian dan berita
acara pelaksanaan pengamanan.  Kepala  kesatuan  pengamanan  LAPAS  berada  di
bawah  dan bertanggung jawab langsung kepada kepala LAPAS.2
B. Penerapan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA
Sungguminasa
Terkonsentrasinya jumlah petugas Lapas pada seksi keamanan merupakan
suatu hal yang wajar, sebab kondisi keamanan dalam lapas merupakan acuan utama
bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di Lapas terutama menyangkut hal-hal
pembinaan terhadap penghuni Lapas. Mekanisme pengamanan di Lapas diserahkan
kepada kepala lembaga pemasyarakatan setempat. Keamanan merupakan syarat
2Republik Indonesia, Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  :  M.01.PR.07.03  Tahun
1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Pasal 25-Pasal 40.
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mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan. Didalam Peraturan
Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga
Departemen Kehakiman (PPLP) No: DP.3.3/17/1 tanggal 27 Januari 1975  pasal 1
angka 1 bahwa:
“Tanggung jawab keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan (untuk
singkatnya, selanjutnya disebut LP) berada langsung ditangan
Direktur/Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan”3
Oleh  karena itulah suasana aman dan tertib perlu diciptakan. Sistem keamanan yang
digunakan dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II  Sungguminasa
adalah Sistem  Keamanan  Melekat dan Persuasif,  Sistem  Keamanan  Kelompok,
Sistem  Keamanan Campuran dan dilaksanakan sesuai dengan tingkat keadaan
(situasi) mulai tahapan Maximal Security, Medium security dan minimum security
berpedoman terhadap Protap (Prosedur tetap Lembaga pemasyarakatan
Sungguminasa yang berlandaskan kepada Peraturan Pengamanan Lembaga
Pemasyarakatan (PPLP).4
Untuk penciptaan kondisi keamanan yang kondusif di  Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Bollangi-Sungguminasa, maka pelaksanaan
program keamanan di bagi menjadi empat regu keamanan yang keseluruhannya di
jalankan oleh KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan).  KPLP yang
3Republik Indonesia, Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Direktorat Jenderal
Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman (PPLP) No: DP.3.3/17/1 tanggal 27 Januari 1975  pasal 1
angka 1.
4Rahmat Nai, Kasi. Administrasi Keamanan & Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Klas IIA Sungguminasa. Wawancara, Gowa-Makassar, 02 Mei 2017.
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di kepalai oleh Ka.KPLP memiliki 2 (dua) unsur yaitu : Staf KPLP dan regu jaga.
Secara  umum  KPLP  bergerak  dilapangan  dan  bertanggung  jawab  secara  teknis
terhadap keamanan  dan ketertiban  Lembaga  pemasyarakatan, dari seluruh unsur
yang  ada  di  Lembaga  pemasyarakatan.  KPLP  adalah  unsur  yang  bersinggungan
langsung  dan  secara  terus  menerus  berada  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan
melalui  regu  jaga.  Sebagai  unsur  yang  selalu  berada paling  dekat  dengan
narapidana  maka  penanganan pertama  terhadap  adanya  tindakan  pelanggaran
kedisiplinan berada di unsur KPLP.
Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II  Sungguminasa didukung
kekuatan keamanan 4 regu yaitu Regu I, Regu II, Regu III, dan Regu IV dan masing-
masing regu berjumlah 8 personil.
Tugas Regu Penjagaan ialah:
1. Menjaga supaya jangan terjadi pelarian
2. Menjaga supaya tidak terjadi kericuhan
3. Menjaga tertibnya peri – kehidupan penghuni L.P
4. Menjaga utuhnya gedung dan seisinya, terutama setelah tutup kantor.
Regu penjagaan tersebar ke 7 titik  pos-pos penjagaan yaitu:
1. Pos Pengamanan pintu (P2U) utama dijaga oleh komandan jaga dan wakil
komandan jaga bertugas untuk pengontrolan jumlah petugas dan narapidana
secara rutin setiap pergantian shift serta pengecekan alat-alat keamanan.
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2. Pos Penjagaan lingkngan Blok  A dan B yang bertugas untuk melakukan buka
tutup dan penguncian sell, mengawasi masuknya barag-barang kedalam sel yang
akan mengakibatkan gangguan keamanan, serta melakukan pengecekan jumlah
narapidana dan keamanan sell baik dalam bentuk perkelahian, pengrusakan
bangunan lapas, dan pelarian.
4. Penjagaan pos atas, bertugas untuk melakukan pengawasan tembok keliling dan
memastikan tidak ada aktivitas yang melanggar tata tertib keamanan.
5. Penjagaan Pintu Gerbang Utama bertugas untuk pengawasan keluar masuknya
kendaraan dan petugas.
6. Penjagaan Pintu Gerbang Halaman bertugas untuk mengawasi dan pengecekan
barangbarang kunjunga.
Dimana Masing-masing titik penjagaan dijaga oleh 1 orang petugas
keamanan. Pelaksanaan keamanan  didalam Lapas Narkotika Klas IIA
Sungguminasa  dilakukan  dengan  pergantian  petugas  pengamanan antar waktu
(shift) di bagi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu)  hari Pagi, siang, dan malam. Dalam satu
shift penjagaan diperlengkapi dengan 2 senjata yang di gunakan oleh petugas yang
berada di pos atas dan pos pengamanan pintu utama yang di jaga oleh komandan dan
wakil komandan regu.
Jangka waktu pengamanan dalam setiap shift yaitu :
1. Shift pagi ( Pukul 07:00 – 13:00 ) dijaga oleh 8 personil keamanan
2. Shift siang ( Pukul 13:00 - 19:00 ) dijaga oleh 8 personil
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3. Shift malam ( Pukul 19:00 – 07:00 ) dijaga oleh 10 personil keamanan karena
adanya penambahan piket dan pengawasan umum.
Dilihat dari sistem penjagaannya maka dapat dilihat untuk shift malam hanya
terdapat 10 petugas keamanan yang berada di lingkup Lapas dengan menjaga 804
narapidana dengan jangka waktu penjagaan 12 Jam. Untuk pergantian regu
penjagaan regu  lama  tidak  boleh  meninggalkan  L.P  sebelum timbang terima
dengan regu baru selesai dengan sempurna.
Didalam Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa mengalami peningkatan
jumlah hunian sehingga terjadinya over kapasitas dengan petugas yang kurang
memadai  oleh sebab itu penerapan sistem keamanan saat ini belum efektif secara
optimal, tetapi untuk mensiasati hal tersebut Kepala seksi Bimbingan Narapidana dan
Anak didik pemasyarakatan mengatakan bahwa:
Untuk mensiasati terjadinya over kapasitas dengan petugas yang kurang
memadai yaitu dengan menerapkan sistem keamanan yang melekat dan persuasif,
meningkatkan pembinaan dari segi kerohanian dan pendidikan untuk menghindari
adanya keinginan untuk melarikan diri kemudian tetap menjaga agar kehidupan
didalam lapas tetap kondusif.5
Kesatuan  Pengamanan  Lembaga  Pemasyarakatan  mempunyai  tugas
menjaga keamanan  dan  ketertiban  Lembaga  pemasyarakatan.  Untuk
5 M. Saleh Djohan, Kepala seksi Binapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa,
Wawancara, Gowa-Makassar,  1 Mei 2017.
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menyelenggarakan tugas  tersebut  Kesatuan  Pengamanan  Lembaga
Pemasyarakatan  mempunyai fungsi  yaitu  melakukan  penjagaan  dan  pengawasan
terhadap  Narapidana, melakukan  pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban,
melakukan pengawalan,  penerimaan,  penempatan  dan  pengeluaran  narapidana
melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, serta membuat laporan
harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
Didalam Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Direktorat Jenderal
Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman Nomor : DP.3.3/17/1 tanggal 27 Januari
1975 sudah di atur secara terperinci mengenai prosedur tetap sistem keamanan
didalam lembaga pemasyarakatan. Sangatlah penting bagi petugas penjagaan untuk
memahami  prinsip yang diatur dalam Standard Minimum  Rules For the Treatment
of  Prisoners (SMRTP) dan Pasal 15 huruf e peraturan penjagaan lembaga
pemasyarakatan (PPLP) mengatakan: “Dilarang bertindak sewenang-wenang
terhadap penghuni Lapas”, sehingga tindakan-tindakan negatif seperti merendahkan
martabat manusia dan kekerasan dapat dihindari.
Ketika terjadinya gangguan didalam lembaga pemasyarakatan terkhusus
ketika terjadinya narapidana melarikan diri yang masih didalam tembok lembaga
pemasyarakatan maka pihak lembaga pemasyarakatan mengambil tindakan yaitu:
1. Memberikan tanda isyarat kepada seluruh petugas baik yang sedang bertugas
maupun yang bertempat tinggal disekeliling lapas dengan jalan membunyikan
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sirine atau lonceng empat kali berturut-turut secara terus menerus dan apabila
diperlukan segera meminta bantuan kepada Polri/Aparat Keamanan.
2. Memasukkan seluruh Narapidana/Anak didik pemasyarakatan ke kamar masing-
masing untuk memudahkan upaya pelarian.
3. Melokalisir tempat yang diperkirakan menjadi persembunyian dengan cara
menempatkan petugas untuk mengawasi tempat-tempat yang dicurigai  guna
membatasi ruang gerak pelaku.
4. Melakukan pencarian ditempat-tempat yang diduga menjadi tempat
persembunyian.
5. Jika sudah ditemukan memerintahkan kepada pelaku agar menyerah dengan cara
mengangkat tangannya dan berjalan jongkok.
6. Jika pelaku tidak mau menyerah, memberikan peringatan dengan letusan senjata
api tiga kali berturut-turut dan apabila tidak diindahkan maka menembak kaki
pelaku.
C. Faktor-faktor penghambat penerapan sistem keamanan Lembaga
pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa
Secara umum Lapas mengalami beberapa faktor yang dapat menghambat
proses pelaksanaan sistem keamanan. Permasalahan didalam Lapas tidak dapat
teratasi dengan mudah mengingat minimnya dana untuk membuat Lapas baru. Dari
hasil wawancara yang dilakukan penulis ( 2 April 2017) kepada Kasubsi keamanan
mengakui masih menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan sistem keamanan
dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga dari hasil pengamatan dan wawancara
62
yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa
memiliki hambatan-hambatan dalam melaksanakan sistem keamanan baik dari
fasilitas maupun tenaga kerja, berikut uraiannya:
1. Sumber daya manusia
Kondisi empiris menunjukan bahwa rata-rata petugas Pemasyarakatan tidak
puas dengan  penyelenggaraan  diklat  yang  diselenggarakan  oleh Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Salah satu faktor  penyebab  tidak
efisiennya  penyelenggaraan  diklat  disebabkan  struktur organisasi BPSDM
dilakukan dengan pendekatan sistem fungsi yang terbagi atas Pusat  Pengembangan
Kepemimpinan  dan  Manajemen,  Pusat  Pengembangan Teknis  dan  Pusat
Pengembangan  Fungsional  dan  HAM,  keseluruhan  Pusat ini mengadakan
pelatihan  untuk  seluruh  unit  utama  di  Departemen  Hukum  dan HAM termasuk
Direktorat Jendral Pemasyarakatan.
Kualitas SDM Petugas keamanan Lapas yang rendah ditandai dengan belum
diberikannya pendidikan  atau pelatihan-pelatihan tekhnis secara khusus terhadap
petugas sesuai dengan bidangnya. Kurangnya keseriusan dalam penjagaan yang
mengakibatkan banyaknya petugas-petugas yang lalai dalam tugasnya. Dari hasil
wawancara yang dilakukan penulis terhadap staf KPLP mengatakan: seringnya
terjadi petugas melakukan kelalaian dalam tugasnya seperti adanya sebagian petugas
tidak mengikuti apel pada saat datang/pulang, berpakaian dinas tidak sesuai aturan
dan masih adanya sebagian petugas yang meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa
keterangan yang jelas. Hal ini berakibat pada rendahnya kinerja yang dimiliki
63
petugas kerentangan terjadinya narapidana melarikan diri disaat pergantian petugas
selanjuatnya, selain itu adanya Adanya Sipir yang melakukan pengedaran sabu
didalam ruang lingkup pada tahun 2016 yang sudah diamankan.6
Tindakan-tindakan yang diberikan terhadap petugas yang melanggar tata
tertib lembaga pemasyarakatan adalah dengan memberikan tindakan disiplin yaitu:
1. Hukuman disiplin ringan yaitu : teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan
tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang yaitu : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1
tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama satu tahun.
3. Hukuman disiplin berat yaitu : penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama
3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri seagai pegawai negeri sipil (PNS), dan pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS.7
Kurangnya pemahaman petugas penjagaan tentang prosedur tetap peraturan
pengamanan lembaga pemasyarakatan dan hak-hak narapidana mengakibatkan
6Syarifuddin, Petugas Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bollangi-
Sungguminasa, Wawancara, Gowa-Makassar,  3 Mei 2017.
7Republik Indonesia. Peraturan pemerintah RI. Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7,9,10.
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terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh sebab itu segala sesuatu haruslah
dilaksanankan sesuai dengan ahlinya yang mampu memahami dengan baik
kewenangan yang diperoleh. Dimana kualitas seorang petugas keamanan adalah
syarat mutlak dalam efektifnya suatu penerapan sistem keamanan.
Pelatihan dan pengembangan berkala petugas keamanan pemasyarakatan
sangatlah penting agar petugas mampu menjalankan tugasnya secara efektif.
Pelatihan harus menjadikan petugas lebih mengerti kebijakan dan prosedur untuk
mencegah kemungkinan terjadinya narapidana melarikan diri secara tidak sah.
2. Jumlah personil  petugas keamanan
Lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas IIA sungguminasa sangan
kekuranga petugas keamanan dimana merupakan suatu hambatan yang sangat
memprihatiannya, dimana penghuni Lapas juga sudah melampaui batas kapasitas
daya tampung sehingga perbandingan antar jumlah petugas dengan penghuni
menjadi  1:10 padahal idealnya 1:1. Jumlah petugas keamanan saat ini hanya
berjumlah 40 orang, Hal ini  sangat  tidak  mendukung  kinerja pihak  Lembaga
Pemasyarakatan  Narkotika  untuk  mengawasi keamanan  dan  ketertiban  serta
ketaatan  warga  binaan  yang  berjumlah 810 orang.
3. Sarana/Fasilitas keamanan
Tidak tersedianya persenjataan secara lengkap terhadap petugas keamanan
sehingga adanya petugas keamanan yang melakukan pengamanan tanpa dilengkapi
fasilitas Keamanan. Fasilitas yang ada saat ini hanya beberapa senjata merica, senjata
angin dll.
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D. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam
penerapan sistem keamanan untuk mencegah kemungkinan terjadinya
narapidana melarikan diri.
Pada dasarnya segala proses penyelenggaraan sistem keamanan dilapastika
sungguminasa tidak akan berjalan secara maksimal apabila tidak ada peran serta dari
pemerintah terkait seperti kementrian hukum dan Ham peran serta tersebut dapat
berbentuk suatu kebijakan yang dilakukan agar dapat tercapainya tujuan yang
diharapkan. Untuk menanggulangi hambatan dalam penerapan sistem keamanan
untuk mencegah kemungkinan terjadinya narapidan melarikan diri yaitu dengan
menerapkan sistem keamanan melekat dan persuasif Sistem keamanan melekat dan
persuasive dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada yaitu dengan
menyeimbangkan sistem keamanan dan sistem pembinaan, sistem keamanan yang
ketat tanpa mengganggu setiap kegiatan pembinaan agar tidak adanya tekanan batin
terhadap narapidana. Kemudian sistem pembinaan yang lebih mengedepankan
keyakinan keagamaan terhadap masing narapidana dan menanamkan jiwa yang lebih
baik untuk menerima dengan suka rela status narapidana yang dimiliki agar mampu
menyelesaikan segala rangkaian prosedur pemidanan selama waktu yang ditentukan
dengan beritikad baik dan tidak berkeinginan untuk melarikan diri secara tidak sah,
lebih menekankan pembinaan kerohanian agar terbentuknya pribadi-pribadi yang
berakhlakul karimah baik didalam lingkup Lembaga maupun setelah bebas seperti
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melakukan pengajian secara rutin dan kajian-kajian keagamaan8. Adapun upaya-
upaya lain yaitu:
1. Memperketat pengawasan terhadap petugas
Kurangnya intelejensi terhadap para petugas sehingga adanya petugas-
petugas yang melakukan kelalaian terhadap kewajibannya oleh sebab itu tingkat
pengawasan terhadap petugas harus pula diperketat selain itu pula untuk menghindari
bentuk kerja sama petugas dengan narapidana dalam bentuk yang tidak sah. Untuk
itu mengingat kurangnya sumber daya manusia khususnya dalam bidang keamanan
yaitu dengan mengadakan secara rutin pelatihan-pelatihan Beladiri terhadap seluruh
petugas keamanan yang berjumlah 40 personil yang dipimpin langsung oleh Kepala
kepala kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP)9
2. Rolling gembok dan anak kunci
Untuk menghindari adanya narapidana melarikan diri mengingat kurangnya
jumlah personil keamanan yang mengakibatkan minimnya tingkat pengawasan maka
strategi yang dilakukan Lapas Narkotika Klas IIA Sungguminasa melakukan rolling
gembok dan anak kunci agar tidak adanya tindakan penduplikatan anak kunci serta
melaksanakan Penggeledahan secara rutin dan intesif dilakukan agar tidak adanya
benda-benda terlarang yang dimiliki oleh narapidana yang bisa menjadi alat untuk
8M. Saleh Djohan, Kepala seksi Binapi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa,
Wawancara, Gowa-Makassar,  1 Mei 2017
9Rahmat Nai, Kasi. Administrasi Keamanan & Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Klas IIA Sungguminasa. Wawancara, Gowa-Makassar, 02 Mei 2017.
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melakukan tindakan melanggar tata tertib lembaga pemasyarakatan. Dengan
penggeledahan rutin ini diharapkan Lapas selalu dalam keadaan steril dan aman.
3. Pendekatan personal dan persuasive
Dari hasil wawancara dengan Kasubsi keamanan Lapas mengatakan bahwa:
Salah satu cara untuk mencegah narapidana melarikan diri mengingat kami
kekurangan sarana dan fasilitas dalam sistem keamanan yaitu dengan melakukan
pendekatan personal dan persuasif terhadap Narapidana yaitu dengan melakukan
kerja sama terhadap narapidana misalkan ikut serta dalam kegiatan gotong royong
dan memberikan contoh teladan hal ini juga untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal
yang tidak di inginkan agar terciptanya hubungan timbal-balik antar petugas dan
narapidana.10 Memberikan berbagai kegiatan terhadap Narapidana Berbagai kegiatan
yang dilakukan didalam Lapas untuk menghindari kejenuhan terhadap Narapidana
dan pikiran-pikiran untuk melarikan diri selain dari pembinaan kerohanian terdapat
pula kegiatan keterampilan dan olahraga yaitu:
a. Olahraga meliputi futsal, takrow, tenis meja, dan bola volly
b. Budidaya ikan lele
c. Kepramukaan
d.  Kerajinan tangan yang berbahan baku eceng gondok.
e. Keterampilan membuat bingkai foto dari Koran bekas.
10Rahmat Nai, Kasi. Administrasi Keamanan & Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Klas IIA Sungguminasa. Wawancara, Gowa-Makassar, 02 Mei 2017.
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Di dalam lembaga pemasyarakatan narkotiks klas IIA Sungguminasa lebih
meningkatkan dalam pembinaan keagamaan baik agama islam maupun Nasrani
untuk mewujudkan sistem keamanan yang efektif dan kehidupan yng kondusif
didalam Lapas yaitu dengan memberikan berbagai kegiatan keagamaan seperti
pengajian, Ceramah islamiah, serta pembelajaran Baca tulis Qur’an. Dari hasil
pengamatan yang dilakukan sikap dan tingkah laku narapidana sangat sopan serta





1. Sistem keamanan didalam lembaga pemasyarakatan dilaksanakan dengan
sistem keamanan melekat dan persuasif berdasarkan peraturan
pengamanan lembaga pemasyarakatan (PPLP) direktorat jenderal bina
tuna warga departemen kehakiman No.DP.3.3/17/1. Dimana dalam
penerapannya belum efektif.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan sistem
keamanan yaitu : Sumber daya manusianya masih perlu ditingkatkan
integritasnya, petugas keamanan kurang memadai, dan sarana/fasilitas
kelengkapan keamanannya yang masih kurang.
B. Implikasi penelitian
1. Meningkatkan  SDM Kementerian Hukum dan HAM khususnya Petugas
Pemasyarakatan  yang benar-benar berkualitas, bersih, dan bermartabat.
Pemasyarakatan  harus di  dukung oleh sumber daya manusia yang tidak
saja memiliki  intelektualitas  yang  tinggi,  kemampuan  kepemimpinan
yang handal, dan kepekaan tetapi  juga  harus  memiliki  integritas  yang
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teruji,  sehingga  terjaga  dari berbagai  tindakan  tidak  terpuji,  terutama
suap dan pungli terhadap narapidana. Dengan memberikan  bebagai  macam
pelatihan-pelatihan khusus yang sesuai dengan bidangnya terkhusus dalam
bidang keamanan dan juga melakukan perukrutan pegawai berdasarkan
kemampuan dan keahliannya.
2. Perlunya penerapan tindakan disiplin secara tegas terhadap petugas-petugas
keamanan yang melakukan kelalaian dalam tugas penjagaan.
3. Melakukan kajian mengenai jumlah penghuni yang sudah melampaui batas
kapasitas bangunan yang tersedia dengan cara menambah kapasitas bangunan
atau dengan melakukan pemindahan kepada Lapas Lain.
4. Memasang alat CCTV untuk lebih memantau kegiatan-kegiatan dalam
lingkup Lapas serta menambah kekuatan keamanan.
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